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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Sidang 
Keliling oleh Pengadilan Agama Maninjau”. Pelayanan Terpadu Sidang 
Keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama 
dalam satu waktu antara Pengadilan Agama, Disdukcapil dan  Kantor Urusan 
Agama mengenai layanan keliling untuk memberikan pelayanan isbat nikah, 
pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Penelitian ini bertujuan 
untuk menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pelayanan 
Terpadu yang diadakan Pengadilan Agama Maninjau dan juga untuk 
mengetahui faktor yang mendorong diadakannya Pelayanan Terpadu serta 
dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara masyarakat masih ada 
yang berfikir bahwa pihak Pengadilan Agama Maninjau seakan-akan 
melegalkan seluruh perkawinan yang tidak tercatat. Adapun metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 
Mengenai teknik pengumpulan data, penulis menggunakan observasi secara 
langsung dengan mengikuti sidang isbat nikah dalam Pelayanan Terpadu, 
wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Maninjau, pihak KUA, pihak 
Dukcapil, Wali Nagari serta masyarakat pelaku isbat nikah. Selain itu, penulis 
juga menggunakan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian maka 
diperoleh kesimpulan bahwa pada pelaksanaan Pelayanan Terpadu Sidang 
Keliling di Pengadilan Agama Maninjau secara prosedural sudah sesuai 
dengan peraturan yang mengikat dari masing-masing instansi. Faktor 
pendorong diadakannya Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah 
berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap dokumen-dokumen penting 
berupa buku nikah dan akta kelahiran anak, kondisi masyarakat (pendidikan 
maupun ekonomi) yang berbeda-beda serta kondisi geografis yang 
menyulitkan masyarakat untuk menjangkau pusat pelayanan publik. Meski 
demikian, ketiga instansi penyelenggara memiliki perbedaan persepsi 
mengenai faktor lain dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu, karena tidak 
adanya MoU yang disepakati oleh ketiga instansi penyelenggara. Selanjutnya, 
dampak yang diperoleh masyarakat dengan adanya Pelayanan Terpadu 
adalah berupa kemudahan bagi masyarakat memperoleh tiga dokumen 
(putusan isbat nikah, buku nikah dan akta kelahiran) sekaligus dalam satu 
hari, waktu yang singkat, jarak yang relatif dekat serta biaya ringan. Namun 
dampak lain yang timbul, masyarakat menganggap hal ini dapat 
mempermudah mereka mengurus penerbitan buku nikah maupun akta 
kelahiran, sedangkan mereka tidak semuanya bisa diisbatkan pernikahannya 
karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam 
perundang-undangan yang berlaku. 
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